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WALI KOTA  BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan
akuntansi Pemerintah Kota Banjar yang berbasis akrual, agar
berdayaguna dan berhasil guna;

b. bahwa Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan
SKPD namun pada saat penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran belum disetor ke Kas Umum Daerah diakui sebagai
pendapatan;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
dalam memberikan pedoman bagi instansi di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjar perlu adanya Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 140 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4209);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5165);

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10);
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26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 13) diubah sebagai
berikut :

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 13) diubah, dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 34
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LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 206
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINCIAN PERUBAHAN :

NO/HALAMAN BAGIAN URAIAN
1/50 BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Angka 1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA
1. Ketentuan Nomor 4 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :
4. Pendapatan – LRA dicatat berdasarkan

Basis Kas. Pendapatan – LRA
Pemerintah Kota Banjar diakui pada
saat uang diterima di Rekening Kas
Umum Daerah. Pendapatan yang
diterima oleh Bendahara Penerimaan
SKPD namun pada saat penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran belum
disetor ke Kas Umum Daerah diakui
sebagai pendapatan.

2. Ketentuan Nomor urut 5 dihapus.
3. Ketentuan Nomor 6 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :
6.a Pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap
pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud
dan tidak dapat dianggarkan terlebih
dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan.

c. Dalam hal Badan Layanan Umum,
pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang
mengatur mengenai badan layanan
umum.

51 1. Ketentuan Nomor 10 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya

tidak berulang (non recurring) atas
penerimaan pendapatan – LRA yang
terjadi pada periode bsebelumnya
dibukukan sebagai pengurang Saldo
Anggaran Lebih pada periode
ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.
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NO/HALAMAN BAGIAN URAIAN
2/63 BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Angka 9 Kebijakan Akuntansi Aset
1. Ketentuan Nomor 74 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :
74 Kas terdiri dari :

a. Kas di Kas Daerah
b. Kas di Bendahara Penerimaan
c. Kas di Bendahara Pengeluaran
d. Kas di BLUD
e. Kas di Bendahara JKN
f. Kas di Bendahara BOS

2. Ketentuan Nomor 75 hurup c dihapus
3. Ketentuan Nomor 76 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :
76. Kas di Bendahara Penerimaan

mencakup seluruh Kas, baik saldo
rekening di bank maupun saldo uang
tunai termasuk penerimaan cek yang
belum dicairkan, yang berada di bawah
tanggung jawab bendahara
penerimaan. Saldo tersebut merupakan
saldo yang berasal dari pungutan dan
setoran yang diterima oleh bendahara
penerimaan yang belum disetor ke kas
daerah pada tanggal neraca dan
diklasifikasikan sebagai Pendapatan.

3/67 Piutang
101. Piutang antara lain terdiri dari
1. Diantara huruf a  dan hurup b  disisipkan satu

huruf yaitu huruf a.1. sehingga huruf a.1
berbunyi sebagai berikut :
a.1 Piutang Pajak Daerah terdiri dari Pajak

Hotel, Pajak Restoran, PajakHiburan,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PBB
Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak
BPHTB.

71 1. Diantara nomor 120 dan nomor 121 disisipkan
1 (satu) nomor yaitu nomor 120 a. sehingga
nomor 120 a. berbunyi sebagai berikut :
120 a. Kriteria penghapusbukuan piutang,

adalah sebagai berikut :
a. Penghapusbukuan harus memberi

manfaat, yang lebih besar daripada
kerugianpenghapusbukuan.
1. Memberi gambaran obyektif

tentang kemampuan keuangan
entitas akuntansi dan entitas
pelaporan.

2. Memberi gambaran ekuitas lebih
obyektif, tentang penurunan
ekuitas.

3. Mengurangi beban
administrasi/akuntansi, untuk
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mencatat hal-hal yang
takmungkin terealisasi
tagihannya.

b. Perlu kajian yang mendalam tentang
dampak hukum dari
penghapusbukuan pada neraca
pemerintah daerah,sebelum
difinalisasi dan diajukan kepada
pengambil keputusan
penghapusbukuan (apabila perlu).

c. Penghapusbukuan berdasarkan
keputusan formal otoritas teringgi
yang berwenang menyatakan hapus
tagih perdata dan atau hapus buku
(write off). Pengambil keputusan
penghapusbukuan melakukan
keputusan reaktif (tidakberinisiatif),
berdasar suatu sistem nominasi
untuk dihapusbukukan atas
usulanberjenjang yang bertugas
melakukan analisis dan usulan
penghapusbukuan tersebut.

Kriteria Penghapustagihan Piutang
sebagian atau seluruhnya adalah
sebagai berikut:
a. Penghapustagihan karena

mengingat jasa-jasa pihak yang
berutang kepada negara, untuk
menolong pihak berutang dari
keterpurukan yang lebih dalam.
Misalnya kredit UKM yang tidak
mampu membayar.

b. Penghapustagihan sebagai suatu
sikap menyejukkan, membuat citra
penagih menjadi lebih baik,
memperoleh dukungan moril lebih
luas menghadapi tugas masa
depan.

c. Penghapustagihan sebagai sikap
berhenti menagih, menggambarkan
situasi takmungkin tertagih melihat
kondisi pihak tertagih.

d. Penghapustagihan untuk
restrukturisasi penyehatan utang,
misalnya penghapusan denda,
tunggakan bunga dikapitalisasi
menjadi pokok kredit baru,
reskeduling dan penurunan tarif
bunga kredit.

e. Penghapustagihan setelah semua
ancangan dan cara lain gagal atau
tidak mungkin diterapkan.
Misalnya, kredit macet dikonversi
menjadi
saham/ekuitas/penyertaan, dijual
(anjak piutang), jaminan dilelang.

f. Penghapustagihan sesuai hukum
perdata umumnya, hukum
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kepailitan, hukum industry
(misalnya industri keuangan dunia,
industri perbankan), hukum pasar
modal, hukum pajak, melakukan
benchmarking kebijakan/peraturan
write off di negara lain.

g. Penghapustagihan secara hukum
sulit atau tidak mungkin
dibatalkan, apabila telah
diputuskan dan diberlakukan,
kecuali cacat hukum.
Penghapusbukuan (writedown
maupun write off) masuk
esktrakomptabel dengan beberapa
sebab misalnya kesalahan
administrasi, kondisi misalnya
debitur menunjukkan gejala mulai
mencicil teratur dan alasan
misalnya dialihkan kepada pihak
lain dengan haircut mungkin kan
dicatat kembali menjadi rekening
aktif intrakomtabel.

4/74 Beban Persediaan
1 Ketentuan nomor 146 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :
146 Dalam hal persediaan dicatat secara

periodik, maka pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan
inventarisasi fisik, yaitu dengan cara
saldo awal persediaan ditambah
pembelian atau perolehan persediaan
dikurangi dengan saldo akhir
persediaan dikalikan nilai per unit
sesuai dengan metode penilaian yang
digunakan.

76 Investasi Non Permanen
1. Ketentuan Nomor 152 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
152 Investasi non permanen adalah

investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara
tidak berkelanjutan.Investasi ini
diharapkan akan berakhir dalam
jangka waktu tertentu. Misalnya
investasi dalam bentuk pinjaman, dana
bergulir, pembelian obligasi atau surat
utang, dan penyertaan mnodal dalam
proyek pembangunan.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang
1. Ketentuan Nomor163 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :
163 Metode pengakuan hasil investasi

jangka panjang adalah bahwa hasil
investasi berupa dividen tunai yang
diperoleh dari penyertaan modal
pemerintah yang pencatatannya
menggunakan metode biaya, dicatat
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sebagai pendapatan hasil
investasi.Sedangkan apabila
menggunakan metode ekuitas, bagian
laba berupa dividen tunai yang
diperoleh oleh pemerintah dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi dan
mengurangi nilai investasi pemerintah.
Dividen dalam bentuk saham yang
diterima tidak akan menambah nilai
investasi pemerintah.

80 Penilaian Investasi Jangka panjang (Investasi Non
Permanen)
1. Ketentuan Nomor 169 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :
169 Investasi Nonpermanen dinilai sebesar

harga perolehannya.

Sedangkan investasi dalam bentuk
dana bergulir dinilai sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value) yaitu sebesar nilai kas
yang ada ditambah saldo yang bisa di
tagih.

Investasi dalam bentuk dana bergulir
merupakan dana yang dipinjamkan
untuk dikelola dan digulirkan kepada
masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan ekonomi rakyat dan
tujuan lainnya.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
1. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir

yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi
berdasarkan pengalaman masa lalu dengan
melakukan analisa terhadap saldo-saldo
investasi non permanen dana bergulir yang
masih beredar (outstanding).

2. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir
diperhitungkan dan dibukukan dalam periode
yang sama dengan periode timbulnya investasi
non permanen dana bergulir.

3. Perhitungan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari Saldo dana bergulir yang telah
diklasifikasikan sesuai kriteria umur piutang
selain pajak dan retribusi :

4. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir
di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang
dari investasi non permanen dana bergulir yang
bersangkutan.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH


